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1. Komisi II DPR-RI meminta kepada BPN untuk menindaklanjuti Rekomendasi Komisi II DPR-RI terhadap 11 kasus pertanahan sesuai dengan kewenangan BPN dalam kerangka sistem hukum pertanahan untuk lebih proaktif berkordinasi secara intensif dengan instansi terkait dan para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi penyelesaian secara tuntas yang hasilnya dilaporkan dalam RDP dengan Komisi II DPR-RI.
2. Terhadap kasus-kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut perlu dikordinasikan antara Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR-RI dan TIM 8 BPN Pusat dalam menyusun rencana detail penyelesaiannya. 

3. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN untuk menguraikan problem dan kendala secara teknis maupun yuridis yang dihadapi oleh BPN dalam melaksanakan penyelesaian masalah pertanahan dan diharapkan problem-problem tersebut dapat dibahas bersama-sama Komisi II DPR-RI yang hasilnya akan dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan reforma agraria.
Jawaban lisan kepala BPN:
1. topik hari ini

Pemblokiran ada aturan kecil yang harus dilalui, rekomendasi ini memberikan banyak hal, misalnya rekomendasinya kunjungan lapangan.

Catatan apa yang disampaikan oleh pak pastur dan jazuli yaitu dorongan ini bisa diselesaikan contoh rumpin. BPN telah menulis surat kepada panglima TNI yaitu tidak melakukan apapun dulu.

Sertifikasi dan pendaftaran lama butuh 110 tahun, tahun lalu berhasil 3 jt bidang tanah, kita berada di hutan belantara peraturan
2. trenggalek, ada beberapa kasus yang melibatkan masyarakat kita tidak hanya terjadi di jawa yang mereka sudah turun temurun tinggal disana dan ada justifikasi mempunyainya. Khusus untuk kasus trenggalek perhutani, bpn dilapori perhutani menghilangkan aset negara. 
3. komitmen

0,2% penduduk negeri ini mengusai 56% tanah. Persoalannya adalah proses historis, policy yang bias.7,3 Ha ada tanah-tanah terlantar di negeri ini yaitu tanah-tanah yang sudah punya konsensi. UUPA ada PP yang melemahkan. Sengketa-sengketa pertanahan adalah imbas dari kebijakan pertanahan yang umurnya sudah cukup panjang. Akan menindaklanjuti operasional dari rekomendasi-rekomendasi ini, tim 8 akan berkoordinasi dengan timja pertanahan untuk time framenya.
EE.Mangindaan
1. komisi II bersama-sama BPN telah melaksanakan program-program pertanahan 
Catatan :
Terhadap kasus ganti rugi tanah seluas 1.470 Ha yang terletak di Kampung Ujung Benung, Ilir Panaragan, Manggala Mas dan Bandar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Bandar Lampung atas nama ahli waris 5 keturunan yang pada saat ini telah diberikan HGUnya atas nama PT.Huma Indah Mekar Tbk, Komisi II DPR-RI meminta kepada BPN untuk segera melakukan pengkajian dan peninjauan kembali atas kepemilikan HGU No.27 dan No.22 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk bekerja sama dengan BPN setempat yang melakukan pengukuran kembali batas tanah HGU atas nama PT.HIM. 

· 3 tahun pertama hak pakai
· 10 tahun kemudian diberi hak milik dan hanya bisa dijual kepada negara
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